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Abstract

Regional development disparities in Indonesia, particularly in Java Island which serves as the
national economic hub, remain a major challenge in achieving inclusive economic growth. Fiscal
inequality and differences in regional financial capacity require the implementation of effective fiscal
decentralization policies. This study aims to examine the influence of fiscal decentralization
instruments—General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Revenue Sharing Fund, and
Regional Own-Source Revenue—on economic growth across six provinces in Java Island during the
period 2017 to 2024. The research applies a panel data regression method using the Pooled Least
Square approach, with secondary data obtained from the Central Bureau of Statistics and the
Directorate General of Fiscal Balance. The results reveal that Regional Own-Source Revenue has a
positive and significant impact on economic growth, while the Special Allocation Fund exhibits a
significant negative effect. The Revenue Sharing Fund shows a negative but statistically insignificant
relationship, and the General Allocation Fund has no significant impact. Simultaneously, all four
fiscal variables significantly influence regional economic growth. These findings suggest that the
effectiveness of fiscal decentralization depends not only on the size of the transfers but more
importantly on the strategic use of funds and the institutional capacity of local governments.
Strengthening local fiscal independence and reformulating transfer schemes are crucial to achieving
balanced regional development.

Keywords: fiscal decentralization, economic growth, special allocation fund, revenue sharing fund,
regional own-source revenue, general allocation fund.

Abstrak

Kesenjangan pembangunan antardaerah di Indonesia, termasuk di Pulau Jawa yang merupakan pusat
ekonomi nasional, masih menjadi tantangan utama dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi yang
inklusif. Ketimpangan fiskal dan perbedaan kapasitas keuangan daerah menuntut kebijakan
desentralisasi fiskal yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh instrumen
desentralisasi fiskal, yaitu Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan
Pendapatan Asli Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di enam provinsi di Pulau Jawa pada
periode 2017 hingga 2024. Metode yang digunakan adalah regresi data panel dengan pendekatan
Pooled Least Square menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh
positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan Dana Alokasi Khusus justru
memiliki pengaruh negatif yang signifikan. Dana Bagi Hasil berpengaruh negatif namun tidak
signifikan, sementara Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan. Secara simultan, keempat
variabel fiskal tersebut bersama-sama berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Temuan
ini mengindikasikan bahwa efektivitas desentralisasi fiskal sangat ditentukan oleh kualitas
pemanfaatan dana dan kapasitas kelembagaan daerah, bukan sekadar jumlah transfer yang diterima.
Oleh karena itu, peningkatan kemandirian fiskal daerah dan reformulasi kebijakan transfer pusat
menjadi penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata.

Kata kunci: Desentralisasi fiscal, pertumbuhan ekonomi, PAD, DAU, DAK, DBH.
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PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh wilayah Indonesia merupakan cita-cita
utama pembangunan nasional. Namun, kenyataannya hingga kini masih terdapat
kesenjangan antarwilayah, terutama antara Pulau Jawa sebagai pusat aktivitas ekonomi dan
wilayah lainnya. Bahkan di dalam Pulau Jawa sendiri, disparitas antardaerah masih nyata,
terlihat dari perbedaan kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan kapasitas
fiskal masing-masing provinsi.

Ketimpangan pembangunan antarprovinsi di Pulau Jawa masih menjadi persoalan
struktural yang belum sepenuhnya teratasi, meskipun Pulau Jawa merupakan pusat kegiatan
ekonomi, pemerintahan, dan industri nasional. Data menunjukkan bahwa kontribusi Jawa
terhadap PDB nasional lebih dari 58%, tetapi pemerataan kesejahteraan dan kapasitas fiskal
antardaerah di dalamnya belum proporsional. Perbedaan tingkat laju pertumbuhan Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB), kapasitas fiskal, serta kinerja belanja pemerintah daerah
menggambarkan adanya disparitas antarwilayah yang berpotensi semakin melebar jika tidak
diintervensi dengan kebijakan desentralisasi fiskal yang tepat sasaran (Kusuma 2016;
Priyono and Handayani 2021)

Perbandingan PAD dan Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi di Pulau Jawa (2017-2024)
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Grafik 1. Tren PDRB dan PAD Pulau Jawa 2017-2024
Sumber: BPS (2025) dan DJKP Kemenkeu (2025)
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Grafik di atas menunjukkan tren pertumbuhan ekonomi (laju PDRB) dan Pendapatan
Asli Daerah (PAD) per kapita pada enam provinsi di Pulau Jawa. Terdapat pola yang cukup
mencolok antara provinsi yang memiliki kapasitas fiskal tinggi dengan laju pertumbuhan
ekonomi yang relatif stabil. DKI Jakarta secara konsisten mencatat PAD per kapita tertinggi
sepanjang periode 2017-2024, meskipun laju PDRB sempat menurun drastis pada tahun
2020 akibat pandemi. Demikian pula Jawa Timur dan Jawa Barat menunjukkan tingkat PAD
yang cukup besar, sejalan dengan pertumbuhan ekonominya yang mulai pulih sejak 2021.
Sebaliknya, DIY memiliki PAD per kapita terendah, walaupun Ilaju pertumbuhan
ekonominya relatif tinggi di beberapa tahun, menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara
kapasitas fiskal dan pencapaian output ekonomi.
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Sementara itu, Banten menampilkan tren unik: PAD per kapitanya tumbuh pesat sejak
2021 meskipun laju PDRB relatif moderat. Hal ini mengindikasikan bahwa strategi
penguatan PAD melalui sektor-sektor unggulan, seperti industri dan perdagangan, dapat
menjadi pendorong fiskal alternatif. Grafik ini menegaskan pentingnya desain kebijakan
desentralisasi fiskal yang memperhatikan kapasitas fiskal aktual daerah, bukan semata
distribusi merata instrumen pusat seperti DAU atau DAK.

Dalam konteks ketimpangan, strategi utama yang diterapkan sejak era reformasi
adalah desentralisasi fiskal, yaitu pelimpahan kewenangan keuangan dari pusat ke daerah
melalui instrumen seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana
Bagi Hasil (DBH), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendekatan ini sejalan dengan
prinsip subsidiarity dan teori Tiebout, yang menekankan bahwa pemerintah daerah
cenderung lebih mengetahui kebutuhan lokal dan dapat mengalokasikan sumber daya secara
lebih efisien (Lestari 2016).

Namun demikian, efektivitas desentralisasi fiskal sangat bergantung pada kapasitas
kelembagaan, integritas pengelolaan keuangan, serta konsistensi dalam perencanaan dan
penganggaran daerah (Kusuma 2016). Beberapa studi menunjukkan hasil yang variatif,
seperti temuan di Riau bahwa hanya DAU yang memberikan pengaruh positif signifikan
terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara DAK, DBH, dan PAD tidak memberikan
dampak yang jelas (Kumalasari 2025). Hal ini mengindikasikan bahwa tidak semua
instrumen fiskal memiliki dampak yang seragam di setiap daerah.

Di luar konteks Indonesia, penelitian lintas negara membuktikan bahwa desentralisasi
fiskal dapat menimbulkan efek negatif jika tidak disertai penguatan institusi lokal dan
akuntabilitas fiscal (Suprianik 2023). Pemerintah Indonesia pun mencoba mereformasi
kebijakan fiskal melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 yang menekankan penguatan
transfer berbasis kinerja dan output pembangunan, bukan semata alokasi berdasarkan
variabel formula dasar.

Terdapat pula kekhawatiran bahwa ketergantungan fiskal terhadap transfer pusat dapat
menghambat kreativitas daerah dalam menggali PAD. Beberapa daerah dengan rasio
ketergantungan lebih tinggi menunjukkan rendahnya belanja produktif serta minimnya
dampak terhadap pertumbuhan ekonomi local (Priyono and Handayani 2021). Di sisi lain,
studi kasus di Banten menunjukkan bahwa transfer fiskal yang digunakan untuk sektor
infrastruktur dan pendidikan memiliki efek pengganda (multiplier effect) yang signifikan
terhadap produktivitas daerah dan peningkatan IPM (Kusuma 2016).

Karakteristik Pulau Jawa yang sangat heterogen, mulai dari infrastruktur, struktur
ekonomi, tingkat urbanisasi, hingga kapasitas fiskal, menjadikan kebijakan fiskal satu arah
menjadi kurang relevan. Oleh karena itu, pendekatan berbasis data dan kinerja sangat
diperlukan untuk mengevaluasi instrumen desentralisasi fiskal. Studi empiris di Jawa Barat
dan Jawa Tengah menunjukkan bahwa DAU memiliki efek lebih konsisten terhadap
pertumbuhan ketika dipadukan dengan indikator pembangunan manusia atau kapasitas
pengelolaan fiskal daerah (Hambani and Saepul Anwar 2021; Kumalasari 2025).
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Berdasarkan kerangka konseptual dan bukti-bukti empiris tersebut, penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis pengaruh instrumen desentralisasi fiskal berupa DAU, DAK,
DBH, dan PAD terhadap pertumbuhan ekonomi di enam provinsi di Pulau Jawa pada
periode 2017-2024. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dalam
mengevaluasi efektivitas kebijakan fiskal daerah serta menyusun rekomendasi berbasis
kinerja yang mampu mendorong pemerataan ekonomi regional di masa depan.

TINJAUAN PUSTAKA

Desentralisasi fiskal merupakan pelimpahan kewenangan keuangan dari pemerintah
pusat kepada pemerintah daerah yang memungkinkan daerah mengelola sumber daya
fiskalnya secara mandiri. Proses ini mencakup aspek belanja, penerimaan, serta
pengalokasian dana transfer dari pusat ke daerah. Konsep ini tidak hanya merupakan
instrumen administratif, tetapi juga kebijakan ekonomi yang strategis untuk meningkatkan
efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan publik di tingkat lokal. (Fisher 2023)
menjelaskan bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal erat kaitannya dengan peningkatan
efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan pelimpahan kewenangan fiskal ini, daerah
diharapkan dapat menyesuaikan pengeluaran publik sesuai dengan kebutuhan dan potensi
lokal masing-masing, serta mengurangi ketergantungan terhadap pusat.

Salah satu elemen penting dari desentralisasi fiskal adalah Dana Bagi Hasil (DBH),
yang merupakan bagian dari Transfer ke Daerah (TKD) dan diberikan kepada daerah atas
dasar kontribusinya terhadap penerimaan negara, seperti dari sektor pajak maupun sumber
daya alam. DBH diharapkan dapat memperkuat keadilan fiskal serta mendukung
pembangunan daerah penghasil agar tidak tertinggal dalam hal infrastruktur dan layanan
publik. Menurut Kurniawaty, Abubakar, and Akyas (2022), DBH dialokasikan untuk
mengurangi ketimpangan antarwilayah dan memberikan keadilan bagi daerah penghasil. Hal
ini menegaskan bahwa DBH tidak hanya berperan sebagai sumber penerimaan daerah, tetapi
juga sebagai sarana untuk memperbaiki distribusi fiskal secara nasional.

Wahyudin (2020) menyatakan bahwa DBH memberikan kontribusi signifikan dalam
memperkuat kapasitas fiskal daerah, terutama bagi wilayah yang memiliki basis produksi
strategis. Dalam penelitian Apprirachman, Suwardi, and [lman (2017), ditemukan bahwa
DBH berpengaruh positif terhadap inflasi, yang mengindikasikan bahwa peningkatan DBH
dapat memicu pertumbuhan permintaan dan aktivitas ekonomi lokal. Oleh karena itu, dapat
diasumsikan bahwa peningkatan DBH akan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi
daerah, termasuk di wilayah Pulau Jawa yang menjadi pusat produksi dan konsumsi
nasional.

Selanjutnya, Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan bentuk transfer fiskal dari pusat
ke daerah yang bersifat tidak terikat (block grant), yang bertujuan untuk menyeimbangkan
kemampuan keuangan antardaerah. DAU sangat penting dalam mendukung pelaksanaan
urusan pemerintahan di daerah, terutama untuk membiayai belanja operasional dan
pelayanan dasar. Menurut Kurniawan (2022), TKD termasuk DAU diberikan untuk
mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
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Waulandari and Iryanie (2024) mengungkapkan bahwa TKD diberikan sebagai bentuk
respons atas ketimpangan fiskal antarwilayah, dan DAU menjadi komponen utama dalam
mencapai tujuan tersebut. Mereka menyatakan bahwa dana ini bertujuan untuk mengurangi
kesenjangan dan mendukung pemerataan pembangunan nasional. Wahyudin (2020)
menambahkan bahwa DAU berperan dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah dan
mendukung pelaksanaan pelayanan publik. Dengan fleksibilitas penggunaannya, DAU dapat
digunakan untuk berbagai belanja prioritas yang mendorong produktivitas daerah. Dalam
konteks makroekonomi, Apprirachman, Suwardi, and Ilman (2017) menunjukkan bahwa
DAU memiliki pengaruh positif terhadap inflasi, yang berarti transfer ini mampu
meningkatkan aktivitas ekonomi. Maka dari itu, keberadaan DAU diharapkan berkontribusi
dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui penguatan kapasitas pembiayaan publik
di daerah.

Adapun Dana Alokasi Khusus (DAK) diberikan oleh pemerintah pusat dengan tujuan
spesifik, yakni membiayai kegiatan tertentu yang merupakan prioritas nasional namun
pelaksanaannya berada di tingkat daerah. DAK bersifat earmarked, artinya penggunaannya
telah ditentukan dan hanya bisa dipakai untuk tujuan tertentu seperti pembangunan
infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Kurniawan (2022) menyebutkan
bahwa DAK merupakan bagian dari TKD yang penting dalam mendukung pelaksanaan
program-program prioritas nasional di daerah.

Pasaribu (2025) menjelaskan bahwa transfer fiskal seperti DAK juga dimaksudkan
untuk menjamin tersedianya pelayanan publik dengan standar minimum di setiap daerah.
Dukungan dana ini sangat krusial dalam mempersempit kesenjangan pelayanan antardaerah.
Fahira (2021) menyatakan bahwa pemerintah pusat memiliki kewajiban untuk
mengalokasikan dana tambahan yang dapat digunakan untuk operasional dan
pengembangan daerah. Dalam konteks ini, DAK menjadi alat fiskal strategis dalam
pemerataan pembangunan sektoral. Dalam temuan empiris Apprirachman, Suwardi, and
Ilman (2017), DAK justru berpengaruh negatif terhadap inflasi, yang menandakan bahwa
penggunaan dana ini cenderung lebih produktif dan tidak menimbulkan tekanan harga. Hal
ini memperkuat argumentasi bahwa DAK berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi
daerah melalui sektor-sektor strategis tanpa memicu instabilitas harga.

Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah komponen penting dalam
menilai keberhasilan desentralisasi fiskal karena menunjukkan kemampuan daerah dalam
menggali potensi ekonomi lokal. PAD berasal dari berbagai sumber seperti pajak daerah,
retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, serta penerimaan sah lainnya (Kurniawan
2022). PAD menjadi cerminan sejauh mana suatu daerah mampu mengurangi
ketergantungan fiskal terh adap pusat. Pasaribu (2025) menyatakan bahwa peningkatan PAD
mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menggali potensi lokal secara
optimal. Selain itu, dominasi PAD terhadap total pendapatan menunjukkan tingkat
kemandirian fiskal daerah sebagaimana ditunjukkan oleh Sari et al. (2019). Untuk mengukur
kontribusi PAD terhadap kemandirian fiskal, digunakan indikator Rasio Local Fiscal
Autonomy (LFA). Semakin tinggi LFA, semakin besar kontribusi PAD terhadap total
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pendapatan daerah, yang berarti semakin tinggi pula tingkat kemandiriannya (Pasaribu
2025). Sebaliknya, untuk mengukur ketergantungan daerah terhadap pusat digunakan Rasio
Local Dependence on Fiscal Transfer.

Wahyudin (2020) menyebutkan bahwa semakin tinggi rasio ini, maka semakin besar
ketergantungan daerah terhadap dana pusat dan semakin rendah tingkat kemandiriannya.
Dalam perspektif ekonomi makro, Hendri (2020) menjelaskan bahwa pemerintah daerah
dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan belanja dan pengurangan
pajak karena akan memicu efek multiplier melalui tambahan permintaan. Studi Panjiatan et
al. (2025) di Kota Pematangsiantar menunjukkan bahwa retribusi sebagai bagian dari PAD
memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap inflasi, yang menegaskan bahwa pengelolaan
PAD yang baik dapat menciptakan stabilitas ekonomi lokal. Oleh karena itu, PAD yang kuat
dapat menjadi motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah.

Dari sudut pandang teoritis, hubungan antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan
ekonomi juga ditegaskan oleh Amin (2015) melalui Teori Perspektif Baru (New Perspective
Theory), yang menyatakan bahwa pelimpahan kewenangan fiskal dari pusat ke daerah
mampu meningkatkan efektivitas belanja publik dan memperbaiki kinerja ekonomi. la juga
menekankan bahwa perubahan komposisi belanja pemerintah daerah dapat memengaruhi
permintaan agregat, di mana peningkatan belanja akan mendorong konsumsi dan investasi
serta memicu pertumbuhan ekonomi.

Dalam pandangan Keynesian, belanja dan pajak daerah menjadi instrumen penting
dalam memengaruhi siklus ekonomi melalui efek multiplier. Zulkipli (2017) menambahkan
bahwa desentralisasi terdiri atas dimensi politik, administratif, dan fiskal yang secara
sinergis mendukung respons kebijakan berbasis lokal. Khamdana (2016), mengutip Tiebout
1956) dan Klugman (2013), menyatakan bahwa pemerintah daerah lebih memahami
kebutuhan masyarakat lokal sehingga pelimpahan fiskal kepada daerah akan meningkatkan
efisiensi penyediaan barang dan jasa publik.

Penelitian terbaru semakin menekankan pentingnya konteks kelembagaan dan
kapasitas fiskal dalam mendukung keberhasilan desentralisasi fiskal. Cai et al. (2025)
menemukan bahwa peningkatan kinerja keuangan daerah secara signifikan ditentukan oleh
kemampuan pengelolaan fiskal dan kualitas tata kelola. Song, Sun, and Gao (2025)
menekankan bahwa besaran dan efektivitas penggunaan transfer fiskal memiliki korelasi
kuat terhadap kinerja pembangunan daerah.

Yiiksel and Songur (2025) menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal akan optimal jika
diikuti efisiensi belanja dan peningkatan PAD. Muhlisin, Subroto, and Sakti (2025)
menyatakan bahwa desentralisasi juga memperkuat stabilitas makroekonomi daerah,
terutama jika sistem akuntabilitas fiskal berjalan baik. Sementara itu, Herianti and Marundha
(2024) menjelaskan bahwa hubungan antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi
bersifat interaktif, di mana kapasitas kelembagaan lokal menjadi faktor kunci yang
memperkuat atau justru melemahkan dampaknya.

Dengan merujuk pada teori dan temuan-temuan sebelumnya, dapat disimpulkan
bahwa desentralisasi fiskal—baik melalui optimalisasi PAD maupun pemanfaatan dana
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transfer pusat—memiliki hubungan erat dengan dinamika pertumbuhan ekonomi daerah.
Oleh karena itu, analisis terhadap pengaruh variabel-variabel fiskal seperti DAU, DAK,
DBH, dan PAD terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi penting untuk memahami
efektivitas kebijakan fiskal di tingkat regional, khususnya di Pulau Jawa yang merupakan
pusat aktivitas ekonomi nasional namun tetap memiliki disparitas antarprovinsi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi data
panel untuk mengkaji pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di
daerah-daerah Pulau Jawa. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh
dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)
Kementerian Keuangan, yang mencakup periode tahun 2017 hingga 2024. Unit analisis
dalam penelitian ini adalah 6 provinsi di Pulau Jawa, yaitu: DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat,
Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur.

Desentralisasi fiskal dalam penelitian ini diukur melalui indikator Dana Alokasi
Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD),
sementara pertumbuhan ekonomi daerah diukur menggunakan laju pertumbuhan Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan.

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

Variabel Jenis Satuan Indikator Sumber Transformasi
Lai
au Pertumbuhan tahunan BPS )

Pertumbuhan Persen L. Tidak

. Dependen PDRB atas dasar Provinsi & . )
Ekonomi (%) harea konstan Pusat ditransformasi
(PDRB) g
Dana Bagi Hasil . 5 Miliar Jumla;tdaga bagi h.a51'1 KDJPni n(DBH)

ndependen ) ang diterima provinsi Kemenkeu n

(DBH) P Rupiah yang P

dari pemerintah pusat & BPS

Dana Alokasi Miliar Jumlah dana alokasi DJPK

I i intah In(DA
Unmum (DAU) ndependen Rupiah umum dari pe.me‘rm ah o enkeu n(DAU)
pusat ke provinsi
Jumlah d lokasi
Dana Alokast Independen Miliar kl}llrllllsjs :rrlla ZiSer?r:a DIPK In(DAK)
Khusus (DAK) P Rupiah . y 8 Kemenkeu
provinsi
Pendapatan Asli Miliar Total PAD masin BPS
P Independen ) ) o & Provinsi & In(PAD)
Daerah (PAD) Rupiah masing provinsi LKPD

Sumber: BPS Indonesia (2024)
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Model matematis dapat dirumuskan sebagai berikut:

PDB.B;; = & + ;'3_]_ ].Il(DBH;t) + ,:32 IH(DAII#) + 5;; III(DAK;f) + .:'3;1 lﬂ(PADif) T Eit

Penelitian menggunakan analisis regresi data panel pada perangkat lunak Statal7,
yaitu metode statistik yang menggabungkan data cross-section dan time series. Teknik ini
unggul karena mampu menangkap dinamika antar waktu sekaligus mempertimbangkan
perbedaan karakteristik antar unit analisis. Menurut Amaliah et al. (2020) Terdapat tiga
pendekatan utama dalam regresi data panel:

1. Pooled Least Square (PLS)
Menggabungkan seluruh data tanpa membedakan karakteristik individu atau waktu.
Model ini mengasumsikan perilaku yang sama antar unit sepanjang waktu dan identik
dengan regresi OLS. Meski sederhana, PLS tidak menangkap variasi individual dan
temporal.

2. Fixed Effect Model (FEM)
Mengakomodasi perbedaan karakteristik tetap antar unit dengan memasukkan variabel
dummy. Model ini tepat ketika ada faktor unik yang tetap dalam tiap unit analisis dan
berpengaruh terhadap variabel dependen.

3. Random Effect Model (REM)
Mengasumsikan variasi antar unit bersifat acak dan tidak berkorelasi dengan variabel
independen. Cocok digunakan jika unit analisis merupakan sampel dari populasi besar
dan dipilih secara acak.

Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan analisis regresi data panel untuk
memperoleh hasil yang valid dan dapat diinterpretasikan secara ekonomis. Tahap pertama
adalah pemilihan model terbaik dari tiga pendekatan utama, yaitu Pooled Least Square
(PLS), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM). Pemilihan model
dilakukan melalui uji Chow untuk membandingkan PLS dan FEM, serta uji Hausman untuk
menentukan antara FEM dan REM. Jika hasil uji Hausman signifikan (p-value <0,05), maka
FEM digunakan; jika tidak, REM dipilih karena lebih efisien.

Setelah model ditentukan, dilakukan uji asumsi klasik, seperti uji multikolinearitas dan
heteroskedastisitas untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap asumsi dasar
regresi. Tahap akhir adalah estimasi dan interpretasi hasil, yang menunjukkan pengaruh
desentralisasi fiskal (DAU, DAK, PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Pulau
Jawa. Koefisien regresi dan nilai signifikansi digunakan untuk menilai kekuatan dan arah
pengaruh, yang kemudian diinterpretasikan sebagai dasar rekomendasi kebijakan fiskal yang
efektif antar provinsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam analisis regresi data panel, langkah awal yang dilakukan adalah menentukan
model panel terbaik yang akan digunakan, yaitu Pooled Least Square (PLS), Fixed Effect
Model (FEM), atau Random Effect Model (REM).
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Tabel 2. Uji Pemilihan Model
Jenis Uji Nilai Prob. Keputusan
Uji Chow 0,8749  Pooled Least Square (karena p-value < 0,05)
Uji Lagrange Multiplier (LM) 1,0000  Pooled Least Square ((karena p-value < 0,05)
Sumber: Data Penelitian (2025)

Hasil uji Chow menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,8749 (> 0,05), yang
mengindikasikan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan antara model Fixed Effect dan
Pooled Least Square. Dengan demikian, model Pooled Least Square (PLS) dianggap lebih
tepat digunakan daripada Fixed Effect Model. Selanjutnya, hasil uji Lagrange Multiplier
(LM) menunjukkan nilai probabilitas sebesar 1,0000 (> 0,05), yang berarti bahwa tidak
terdapat keunggulan signifikan dari model Random Effect dibandingkan dengan Pooled
Least Square. Oleh karena itu, model Random Effect juga tidak layak digunakan dalam
penelitian ini.

Berdasarkan keseluruhan hasil pengujian, model regresi data panel yang paling sesuai
adalah Pooled Least Square (PLS), karena model ini paling efisien dan sesuai dengan
karakteristik data. Sebelum model ini diinterpretasikan lebih lanjut, dilakukan pengujian
terhadap asumsi klasik seperti heteroskedastisitas dan multikolinearitas guna memastikan
bahwa model yang digunakan telah memenuhi syarat kelayakan.

Tabel 3. Uji Multikolinearitas

LOGDAU LOGDAK LOGDBH LOGPAD
LOGDAU 1.0000 - - -

LOGDAK 0.4605 1.0000 - -
LOGDBH -0.3065 0.5304 1.0000 -
LOGPAD -0.0943 0.6793 0.7488 1.0000

Sumber: Data Penelitian (2025)

Berdasarkan hasil korelasi di atas, semua nilai berada di bawah 0,80. Maka dapat
disimpulkan bahwa tidak terdapat indikasi multikolinearitas antar variabel independen, dan
model layak untuk digunakan dalam estimasi regresi panel lanjutan.

Tabel 4. Uji Heterokedastisitas

Jenis Uji Nilai Chi* Probabilitas Keputusan
Breusch—Pagan (hettest) 13.80 0.0002 Terdapat heteroskedastisitas
Sumber: Data Penelitian (2025)

Nilai probabilitas sebesar 0.0000 (< 0,05) menunjukkan bahwa model mengalami
masalah heteroskedastisitas. Oleh karena itu, dilakukan perbaikan model dengan
menggunakan robust standard error agar hasil estimasi tetap valid dan tidak bias.
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Tabel 5. Uji t (Parsial) Hasil Estimasi REM

Variabel Koefisien t-Statistik Prob. Keterangan
LOGDBH -1.279414 -1.56 0.100 Berpengaruh**
LOGDAU 0.3142084 0.64 0.522 Berpengaruh**
LOGDAK -1.965708 -6.28 0.000 " Tidak Berpengaruh
LOGPAD 3.112668 3.13 0.002 Berpengaruh*
Konstanta -2.390123 -1.02 0.309 Berpengaruh*

* Berpengaruh pada alpha 5%
** Berpengaruh pada alpha
10%

Sumber: Data Penelitian (2025)

Variabel LOGDAK (Dana Alokasi Khusus) memiliki koefisien sebesar -1.965708 dan
nilai probabilitas 0.000, yang berarti berpengaruh signifikan pada taraf 5%. Koefisien negatif
ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan DAK justru berkorelasi dengan penurunan
pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa penyaluran atau pemanfaatan
DAK belum berjalan efektif dalam mendorong sektor-sektor produktif di daerah. Bisa jadi,
DAK lebih banyak terserap dalam belanja yang tidak berdampak langsung terhadap PDRB.

Variabel LOGPAD (Pendapatan Asli Daerah) menunjukkan koefisien positif sebesar
3.112668 dengan nilai probabilitas 0.002, yang juga berarti berpengaruh signifikan pada
taraf 5%. Ini mengindikasikan bahwa semakin besar PAD, maka semakin tinggi laju
pertumbuhan ekonomi. Hasil ini menegaskan pentingnya kemandirian fiskal daerah dalam
menggerakkan pembangunan ekonomi lokal, karena PAD mencerminkan kapasitas
pendapatan yang dikendalikan langsung oleh pemerintah daerah.

Variabel LOGDBH (Dana Bagi Hasil) memiliki koefisien -1.279414 dengan nilai
probabilitas 0.120, yang berarti tidak signifikan pada taraf 10%. Meskipun arah koefisien
negatif menunjukkan potensi hubungan terbalik antara DBH dan pertumbuhan ekonomi,
namun secara statistik pengaruh tersebut belum cukup kuat. Hal ini bisa terjadi karena
realisasi DBH lebih sering digunakan untuk belanja rutin atau tidak diarahkan secara optimal
untuk kegiatan produktif di daerah.

Variabel LOGDAU (Dana Alokasi Umum) memiliki koefisien 0.3142084 dengan nilai
probabilitas 0.522, yang juga berarti tidak signifikan pada taraf 10%. Artinya, meskipun
arahnya positif, secara statistik kontribusi DAU terhadap pertumbuhan ekonomi tidak cukup
kuat. Ini bisa disebabkan oleh penggunaan DAU yang umumnya bersifat belanja rutin dan
operasional, bukan investasi produktif.
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Sementara itu, konstanta model memiliki nilai -2.390123 dan nilai probabilitas 0.309,
yang juga tidak signifikan. Konstanta ini sekadar menggambarkan nilai rata-rata PDRB saat
semua variabel independen bernilai nol, namun tidak cukup bermakna secara ekonometrik.

Tabel 6. Uji F (Simultan)

Statistik Uji Nilai Probabilitas Keterangan

Wald Chi*(5) 934.46 0.0000 Model signifikan secara simultan (o = 5%)

Sumber: Data Penelitian (2025)

Berdasarkan hasil estimasi model Random Effect, nilai Wald Chi-Square sebesar
934,46 dengan nilai probabilitas 0,0000 (< 0,05) menunjukkan bahwa secara simultan,
keempat variabel desentralisasi fiskal yang digunakan dalam model—yaitu Dana Bagi Hasil
(DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Asli
Daerah (PAD)—secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB) di provinsi-provinsi di Pulau Jawa.

Artinya, meskipun tidak semua variabel memiliki pengaruh yang signifikan secara
parsial, namun secara agregat, keempat indikator fiskal tersebut mampu menjelaskan variasi
pertumbuhan ekonomi daerah dengan cukup baik selama periode 2017-2024.

Tabel 7. Koefisian Determinan

Jenis R-squared  Nilai Interpretasi

Within 0.1419 14,19% variasi PDRB dijelaskan oleh variabel independen
dalam provinsi sepanjang waktu.

Between 0.1372 13,72% variasi PDRB dijelaskan oleh perbedaan antar
provinsi dalam model.

Overall 0.1274 12,74% variasi total PDRB dijelaskan oleh seluruh variabel

dalam model.
Sumber: Data Penelitian (2025)

Berdasarkan hasil estimasi menggunakan model Pooled Least Square (PLS) atau
Common Effect Model (CEM), diperoleh nilai R-squared Within sebesar 0,1419, Between
sebesar 0,1372, dan Overall sebesar 0,1274. Artinya, model ini secara keseluruhan hanya
mampu menjelaskan sekitar 12,74% variasi laju pertumbuhan ekonomi (PDRB)
antarprovinsi dan antarwaktu di Pulau Jawa yang disebabkan oleh perubahan variabel Dana
Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan
Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Nilai R-squared yang relatif rendah ini mengindikasikan bahwa sebagian besar variasi
pertumbuhan ekonomi daerah masih dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar variabel
desentralisasi fiskal yang digunakan dalam model ini. Hal ini sejalan dengan karakteristik
model PLS yang tidak mempertimbangkan efek individual spesifik antarprovinsi maupun
variasi waktu secara eksplisit. Oleh karena itu, model PLS cenderung memiliki kekuatan
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prediksi yang lebih terbatas dibandingkan model panel yang mempertimbangkan efek tetap
atau acak, seperti Fixed Effect Model (FEM) atau Random Effect Model (REM).

Meskipun demikian, hasil ini tetap memberikan dasar awal yang relevan untuk menilai
pengaruh fiskal daerah terhadap pertumbuhan ekonomi, serta menjadi pijakan untuk
pengembangan model lanjutan yang lebih kompleks guna menangkap variasi antarwilayah
secara lebih komprehensif.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil uji parsial, variabel Dana Alokasi Khusus (LOGDAK)
menunjukkan koefisien sebesar -1.965708 dan nilai probabilitas 0.000, yang berarti
berpengaruh negatif dan signifikan pada taraf 5% terhadap pertumbuhan ekonomi di Pulau
Jawa. Artinya, peningkatan alokasi DAK justru berkorelasi dengan penurunan laju
pertumbuhan ekonomi.

Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun DAK bertujuan untuk mendanai
program-program prioritas nasional di tingkat daerah (Kuniawaty et al., 2022),
implementasinya belum secara optimal mendukung aktivitas ekonomi produktif. DAK
bersifat earmarked, yaitu penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah pusat dan
cenderung kurang fleksibel. Akibatnya, jika tidak sesuai dengan kebutuhan daerah atau tidak
dieksekusi dengan efektif, DAK dapat terserap pada kegiatan yang kurang berkontribusi
terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Pasaribu (2025) juga menyoroti potensi inefisiensi dalam penggunaan dana transfer
khusus apabila tidak disertai dengan kapasitas kelembagaan yang memadai di tingkat daerah.
Hal ini memperkuat argumen bahwa keberhasilan desentralisasi fiskal tidak hanya
bergantung pada jumlah dana yang ditransfer, tetapi juga pada bagaimana dana tersebut
dimanfaatkan secara strategis dan produktif.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Variabel Pendapatan Asli Daerah (LOGPAD) menunjukkan pengaruh positif dan
signifikan pada taraf 5%, dengan koefisien sebesar 3.112668 dan probabilitas 0.002. Hasil
ini menunjukkan bahwa peningkatan PAD secara nyata mendorong laju pertumbuhan
ekonomi daerah di Pulau Jawa.

PAD berasal dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan, dan pendapatan sah lainnya (Kurniawaty et al., 2022). Tingginya kontribusi
PAD mencerminkan kemandirian fiskal daerah dan kemampuan pemerintah daerah dalam
menggali serta mengelola potensi ekonomi local (Sari et al. 2019). Temuan ini selaras
dengan konsep Local Fiscal Autonomy (LFA), di mana semakin besar proporsi PAD
terhadap total pendapatan daerah, semakin tinggi pula tingkat otonomi dan efektivitas fiskal
suatu daerah (Pasaribu 2025).

Dalam konteks Pulau Jawa, yang secara ekonomi lebih maju dibandingkan wilayah
lain di Indonesia, kemampuan daerah dalam memanfaatkan PAD untuk investasi
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pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan sektor produktif lainnya menjadi faktor penting
pendorong pertumbuhan ekonomi regional.

Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel Dana Bagi Hasil (LOGDBH) memiliki
koefisien sebesar -1.279414 dengan nilai probabilitas 0.100, yang berarti berpengaruh
signifikan pada taraf 10%, namun tidak pada taraf 5%.

Meskipun DBH dirancang untuk menciptakan keadilan fiskal antarwilayah dengan
mendistribusikan pendapatan dari sumber daya nasional seperti pajak dan SDA kepada
daerah penghasil maupun non-penghasil (Kurniawaty et al., 2022), koefisien negatif dalam
model ini menunjukkan adanya potensi ketidakefisienan dalam pemanfaatannya.

wulandari & Emy Iryanie (2024) menyebut bahwa DBH seringkali diarahkan untuk
belanja rutin dan tidak selalu digunakan untuk pembangunan sektor-sektor yang produktif.
Wahyudin (2020) juga menambahkan bahwa tingginya ketergantungan terhadap dana
transfer dapat mengurangi inisiatif daerah dalam meningkatkan PAD, sehingga DBH yang
besar tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan output ekonomi daerah. Hasil ini
menunjukkan bahwa DBH perlu dikelola lebih efektif agar tidak hanya menjadi instrumen
redistribusi, tetapi juga motor penggerak pertumbuhan.

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Variabel Dana Alokasi Umum (LOGDAU) memiliki koefisien positif sebesar
0.3142084 namun dengan nilai probabilitas 0.522, yang berarti tidak signifikan pada taraf
10% maupun 5%.

DAU merupakan transfer bersifat block grant, yang seharusnya meningkatkan
kapasitas keuangan dan fleksibilitas daerah (Kurniawan 2022). Namun, hasil ini
mengindikasikan bahwa DAU belum mampu menunjukkan kontribusi nyata terhadap
pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa.

Fahira (2021) mencatat bahwa DAU banyak digunakan untuk belanja pegawai dan
kebutuhan rutin pemerintahan, bukan untuk pembangunan infrastruktur atau investasi
produktif. Akibatnya, meskipun DAU cukup besar secara nominal, dampaknya terhadap
peningkatan PDRB menjadi kurang signifikan. Selain itu, daerah dengan ketergantungan
tinggi terhadap DAU cenderung mengalami stagnasi fiskal karena minimnya insentif untuk
meningkatkan PAD.

Tinjauan Komprehensif terhadap Desentralisasi Fiskal

Kurniawan (2022) menyebutkan bahwa desentralisasi terdiri atas dimensi politik,
administratif, dan fiskal. Artinya, tata kelola daerah, akuntabilitas, serta kapabilitas
pemerintah daerah dalam merancang program pembangunan menjadi kunci sukses
desentralisasi. Khamdana (2016) juga menggarisbawahi bahwa pemerintah daerah memiliki
pemahaman lebih baik atas kebutuhan masyarakatnya, sehingga pelimpahan fiskal
seharusnya dapat meningkatkan efisiensi penyediaan barang dan jasa publik.
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Temuan-temuan dalam penelitian ini sejalan dengan literatur terkini yang menekankan
bahwa efektivitas desentralisasi fiskal tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya dana yang
ditransfer, tetapi juga oleh kapasitas kelembagaan dan efisiensi dalam pengelolaan fiskal
daerah. Cai et al. (2025) menunjukkan bahwa efektivitas fiskal suatu daerah sangat
bergantung pada tata kelola keuangan dan kapasitas birokrasi, yang berperan penting dalam
mengoptimalkan pengaruh dana transfer terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dalam konteks pemanfaatan DAK yang justru berdampak negatif terhadap
pertumbuhan ekonomi, hal ini mengindikasikan permasalahan dalam earmarking dan
penyesuaian alokasi dengan kebutuhan riil daerah. Song et al. (2025) menegaskan bahwa
penggunaan DAK yang tidak adaptif terhadap kebutuhan lokal cenderung berujung pada
alokasi tidak produktif yang hanya memenuhi kewajiban administratif. Kondisi ini sangat
relevan dengan temuan bahwa DAK memiliki korelasi negatif dengan PDRB.

Sementara itu, temuan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi memperkuat hasil Yiiksel & Songur (2025), yang menggarisbawahi
pentingnya penguatan pendapatan asli daerah sebagai penanda efektivitas desentralisasi.
Peningkatan PAD secara strategis mendorong pembiayaan pembangunan infrastruktur dan
sosial yang berdampak langsung terhadap output ekonomi.

Lebih lanjut, peran DBH dan DAU yang tidak signifikan atau negatif terhadap
pertumbuhan menunjukkan adanya permasalahan dalam efektivitas transfer fiskal umum.
Mubhlisin et al. (2025) menekankan bahwa desentralisasi fiskal tidak akan efektif tanpa
sistem akuntabilitas yang kuat dalam penggunaan dana transfer. Dalam banyak kasus, seperti
yang disoroti oleh Herianti & Marundha (2024), besarnya transfer fiskal tidak otomatis
mendorong pertumbuhan jika institusi lokal tidak mampu menyerap dan mengelola dana
secara tepat sasaran.

Dengan demikian, hasil ini tidak hanya menegaskan pentingnya aspek kuantitatif
dalam transfer fiskal, tetapi juga menekankan dimensi institusional dan kualitas tata kelola
dalam mendukung peran desentralisasi fiskal sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi
daerah. Oleh karena itu, hasil temuan ini memberikan rekomendasi penting bagi pembuat
kebijakan untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui penguatan PAD sebagai
indikator kemandirian fiskal, serta mereformulasi skema transfer seperti DAK dan DAU
agar lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan daerah yang berdampak
langsung terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi regional.

PENUTUP
Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis regresi data panel dengan pendekatan Pooled Least Square
(PLS), penelitian ini menyimpulkan bahwa desentralisasi fiskal secara simultan berpengaruh
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di enam provinsi Pulau Jawa selama
periode 2017-2024. Secara parsial, Pendapatan Asli Daerah (PAD) berkontribusi positif
secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, menandakan bahwa kemandirian fiskal
daerah sangat penting dalam mendorong aktivitas ekonomi lokal. Sebaliknya, Dana Alokasi
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Khusus (DAK) menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan, mengindikasikan bahwa
alokasi dana yang tidak tepat sasaran atau kurang fleksibel dapat menghambat pertumbuhan
ekonomi. Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU), meskipun menunjukkan
arah hubungan tertentu, tidak signifikan secara statistik dalam model ini. Hal ini
menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan fiskal daerah tidak hanya bergantung pada
besarnya transfer dana dari pusat, tetapi juga pada efektivitas pengelolaan dan penyesuaian
kebijakan terhadap kebutuhan spesifik tiap daerah.

Saran

Berdasarkan temuan tersebut, pemerintah pusat perlu meninjau kembali kebijakan
earmarking DAK agar lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan sektoral spesifik di setiap
daerah. Alokasi DAK sebaiknya berbasis pada proposal daerah yang berorientasi hasil,
bukan sekadar pemenuhan format administratif.

Pemerintah daerah harus didorong untuk mengoptimalkan sumber-sumber PAD
melalui digitalisasi layanan perpajakan daerah, penguatan database wajib pajak, dan
pemutakhiran regulasi retribusi agar lebih adaptif terhadap dinamika ekonomi lokal.
Pemerintah pusat perlu menerapkan sistem evaluasi berbasis output dalam alokasi DBH dan
DAU. Pemberian insentif tambahan kepada daerah dengan kinerja anggaran dan
pembangunan terbaik bisa menjadi langkah untuk meningkatkan efektivitas transfer fiskal
umum.

Dibutuhkan program pembinaan berkelanjutan terkait manajemen fiskal dan
perencanaan pembangunan berbasis data bagi aparat daerah. Penguatan SDM dan sistem
penganggaran menjadi kunci untuk menyerap dana transfer secara optimal. Pemerintah pusat
dapat mengembangkan indeks kuantitatif untuk mengukur seberapa efektif instrumen fiskal
digunakan oleh masing-masing provinsi/kabupaten. Indeks ini bisa menjadi dasar
penyesuaian besaran transfer fiskal berbasis kinerja dan hasil, bukan hanya formula tetap.
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